BAB Il
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM
POSITIF DAN ISLAM

A. Pandangan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara dapat diartikan sebagai
kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul
ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi
kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan
dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian
tanggung jawab secara sempit Yyaitu answerability or
accountability.’

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap
tanggung jawab Negara dengan menggunakan istilah
pertanggungjawaban Negara. Menurutnya pertanggungjawaban
Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang
merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban
untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin

ditimbulkan.?

! Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors
Pub Division, New York, h. 211.
2 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional..., h. 105.
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Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional,
dalam hukum Internasional juga dikenal adanya tanggung jawab
sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban
menurut hukum Internasional.> Ada dua pengertian dari
pertanggungjawaban Negara. Pertama yaitu pertanggungjawaban
atas  tindakan  Negara yang melanggar  kewajiban
Internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu
pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran
terhadap orang asing.

Pertanggungjawaban Negara dalam hukum Internasional
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada
Negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya
tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran
terhadap hak Negara lain menyebabkan Negara tersebut
berkewajiban ~ untuk  mempertanggungjawabkan  segala
perbuatannya menurut hukum Internasional. Hal ini sebenarnya
merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia,

dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara

8 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional
Kontemporer, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 193.
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hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial
dari suatu pertanggungjawaban Negara, yakni:*

1. The existence of an international legal obligation in force
as between two particular states,

2. There has occured an act or omission which violates that
obligation and which is imputable to the state
responsible; dan

3. That loss or damage has resulted from the unlawful act
or ommission.

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban Negara
menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus
dipenuhi suatu Negara agar dapat dimintai
pertanggungjawabannya. Pertama, Vyaitu harus terdapat
kewajiban Internasional yang mengikat pada Negara yang akan
dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu
perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu

kewajiban Internasional suatu Negara yang kemudian

* Malcolm N. Shaw, International Law, (New York: Cambridge
University Press, 2008), h. 781.
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menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir
adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena
perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut.
Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa Negara yang
hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga
unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur
pertanggungjawaban Negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu
negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab Negara
didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan.
Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-
masing.

Teori risiko (risk theory) menentukan bahwa suatu
Negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang
menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (harmful
effectsof hazardous activities) walaupun kegiatan tersebut
merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini
kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute

liability atau strict liability) atau tanggung jawab objektif
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(objective responsibility).” Contoh penerapan teori ini dapat
dilihat pada ketentuan Pasal 2 Liability Convention 1972 yang
menyatakan bahwa Negara peluncur (launching state) mutlak
bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian
di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam
penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut
ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

Berbeda dengan teori risiko, teori kesalahan (fault
theory)menyatakan bahwa tanggung jawab Negara muncul pada
saat perbuatan Negara tersebut dapat dibuktikan mengandung
unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung
kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja
beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat
dibenarkan. Teori dan praktek hukum Internasional dewasa ini
tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat
kelengkapan Negara yang bertentangan dengan hukum
Internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban

Negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa

> Huala Adolf I, “Aspek-aspek Negara dalam Hukum

Internasional”...h. 187.
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adanya keharusan bagi pihak yang menuntut
pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada
Negara tersebut.’ Teori kesalahan ini kemudian melahirkan
prinsip tanggung jawab subjektif (subjective responsibility) atau
tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based on fault).’

. Pengertian Negara Dalam Figh Siyasah

Istilah relasi, dalam penelitian ini diartikan sebagai
“hubungan”; “perhubungan™; dan “pertalian”. Sedangkan
“Agama” mengandung pengertian bahwa ia adalah suatu
peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.®
Sedangkan Negara, secara terminologi diartikan dengan
organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang
mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah tertentu
dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.’

Definisi diatas, tampaknya dapat dijadikan sebagai

langkah awal dalam penelitian ini guna melacak istilah negara

® F. Sugeng Istanto, “Hukum Internasional”..., h. 111.
" Huala Adolf I, “Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional ”,...
h. 189
® Berasal dari bahasa sansekerta “a” berarti tidak, dan “gama” berarti
kacau. Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, jilid I.
Jakarta: Ul Press,1985: 19
° Harun Nasution, “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya”,... h. 20
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dalam khazanah Islam. Sebab dalam kajian Islam, istilah negara
bisa bermakna Daulah, Khilafa, Imamah, Hukumah, dan
Kesultanan.

Dari berbagai istilah diatas, penyebutan negara dalam
istilah Islam mempunyai banyak ragam. Secara historis, istilah-
istilah pernah dipraktekkan oleh umat Islam diberbagai kawasan.

Relasi disini berarti sebuah hubungan, yang kemudian
melahirkan beberapa pendapat yang berbeda dalam menyikapi
pola relasi antara Agama (Islam) dengan Negara. Sehingga
memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat
ini masih mengundang debatable dikalangan intelek. Apakah
Negara harus tunduk dibawah dogma Negara?, ataukah Agama
harus terkooptasi oleh negara? apakah Agama dan Negara
diposisikan dalam ruang yang berbeda, tanpa harus saling
mencampuri? Ataukah Agama dan Negara dalam ruang berbeda
namun saling menguntungkan untuk keduanya? Serta apakah
Agama dan Negara harus dipersatukan?

Dalam kajian historis, pembicaraan hubungan antara

Agama dan Negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana
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yang stigmatis. Hal ini disebabkan oleh. Pertama, hubungan
Agama dan Negara dalam Islam adalah hal yang paling
mengesankan disepanjang sejarah umat manusia. Kedua,
sepanjang sejarah, hubungan antara kaum muslim dan non
muslim (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh
ketegangan. Dimulai dari ekspansi militer-politik Islam klasik
yang sebagian besar kerugian dipihak Kristen, karena hampir
seluruh wilayah timur tengah dahulunya adalah kawasan non
muslim dalam hal ini umat Kristiani dengan kulminasi berupa
pembebasan Konstatinopel (ibu kota Eropa dan dunia Kristen
saat itu). Kemudian perang salib berlangsung dengan
kemenangan dan kekalahan yang silih berganti, namun akhirnya
kemenangan dipihak umat Islam. Akan tetapi tidak berselang
lama, perkembangan tatanan dunia dikuasai oleh barat
Imperialis-kolonialis yang mana dunia Islam dalam hal ini adalah
yang paling dirugikan. Dengan kondisi sedemikian ini hubungan
antara dunia Islam dan Barat berlangsung dengan kondisi
traumatic. Sehingga pandangan Islam mengenai dunia barat

berlangsung dalam kepahitan dan menganggap sebagai
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“musuh”.’?

Perbincangan mengenai negara dalam perspektif Islam
selalu menjadi topik menarik, karena relasi negara dengan agama
dalam kajian ulama fikih (fugahd) tidak secara tegas membahas
persepaduan keduanya. Tidak adanya pembahasan tentang
integrasi agama dengan negara secara konkrit, disebabkan pada
masa awal Islam, hubungan agama dengan negara tidak menjadi
suatu persoalan, mengingat semua masalah pengurusan dan
administrasi berada di bawah kepemimpinan baginda Rasul.
Maksudnya, secara kelembagaan, Nabi Muhammad SAW
menjadi rujukan semua perkara yang berhubungan dengan
urusan agama, sekaligus juga, dalam masa yang sama,
merupakan pemimpin tertinggi negara. Hal ini senyawa dengan
ajaran Islam yang berprinsipkan tawhid, dalam arti, Islam
menekankan hubungan erat antara agama dengan negara, dengan
penegasan yang jelas menafikan pemisahan antara agama dengan

negara (al-din wa al-dawlah) karena tidak ada pemisahan antara

0«Telaah atas Figh Siyasi Sunni”, www. Arrikellslam.com, diakases
pada 20 Desember 2020 Pukul 15.00 Wib


http://www/
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agama dengan dunia (al-din wa al-dunid) serta agama dan politik
(al-din wa al-siyasah).

Namun, dalam dekade terakhir ini, terutama semenjak
kerajaan-kerajaan Islam dikuasai oleh negara-negara Barat dan
Eropa yang menganut faham dan ideologi Kristiani, faham
pemisahan agama dengan negara menjadi paradigma yang
dipaksakan kepada umat Islam. Sehingga, hampir mayoritas
negara-negara yang berpenduduk muslim di dunia sekarang ini,
berkiblat kepada sekularisme dalam sistem bernegara. Dalam
sekularisme, yang berlaku adalah pemisahan antara spirit
(kerohian) dan matter (kebendaan). Seterusnya berlaku
pemisahan anatara wahyu (revelation) dan akal (reason) dan
antara tradisi dengan modernisasi. Tularan paham sekularisme
dari paradigma Barat, akhirnya membangkitkan kembali
pelbincangan status negara dalam agama, khususnya posisi
negera dalam dogmatik Islam. Ajaran Islam yang bercorak
universal dan integral, dihadapkan pada suatu tantangan yang
coba mengisolasikan ajaran luhurnya dalam ruang privat.

Sementara urusan negara merupakan persoalan publik yang tidak
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boleh dicampurkan dengan agama, karena, negara tidak hanya
dimiliki oleh rakyat satu agama, akan tetapi melindungi rakyat
yang beraneka ragam, baik agama, suku dan budaya. Dari itu,
sebuah tantangan untuk mendiskripsikan konsep negara dalam
perspektif Islam. Karena dirasa perlu untuk membincangkan
perkara yang berhubungkait dengan negara, baik defenisi,
kedudukan, bentuk, karakteristik dan peran Negara perspektif
Islam.
. Tanggungjawab Negara dalam pemenuhan Hak Asasi
Manusia dalam Hukum Positif Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan
kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam
kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan
secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis.
Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan
dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan
kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan

kewajiban asasi marupakan konsekwensi logis dari pada hak dan
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kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan
hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.

Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia
dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam
mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan
demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan
kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya
kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara
yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi
mnusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.

Hak asasi manusia marupun hak dan kewajiban warga
negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi
disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945.
Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga
memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun
peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan
Presiden.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban

warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai
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peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan
demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar
terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala
mengoptimalisasikan  tugas kenegaraan. Sedangkan bagi
masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman
dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa
tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi HAM maupun
hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-
undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian.
Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga
untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak
dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan
semangat demokratisasi di daerah.
. Pengaturan HAM dalam hukum positif Indonesia

Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang
berlaku disuatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah
sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain.

Perbedaannya terletak pada konstitutsi yang menjadi dasar dan
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sumber pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu
dapat berwujud peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami
beberapa kali penggantian, jika selama =+ 4 tahun setelah
kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD
1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d
17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah
Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS
1950 yang kemudian dengan dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak
berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945
yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal
27,28,29,30,31,33 dan 34) tentang HAM dengan penanaman hak
warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci
HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata
cenderung memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of
Human Rights.

Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945

menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas
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dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang
dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari
faham barat termasuk HAM™ . Hal ini tercermin dari adanya pro
kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman
HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus
memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan
untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM
dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea
mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea
pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan
keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya
persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan
budaya. Ini berarti substansi HAM dalam Pembukaan UUD 1945
amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran
yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya

MPR melalui ketetapan Nomor : XVI11/1998 maupun perubahan

11 Aswanto, Persfektif HAM dalam UUD 1945, makalah seminar
Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 him, 5.
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kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan
merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945,
Ketetapan MPR nomor XV11/1998 maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi : Pertama,
Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan taraf
kehidupan. Kedua, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang syah. Ketiga, Hak mengembangkan
diri, keempat, Hak keadilan, Kelima, Hak
kemerdekaan/kebebasan. Keenam, Hak atas kebebasan Informasi.
Ketujuh, Hak keamanan Kedelapan, Hak kesejahteraan

Pengaturan HAM kedalam peraturan perundang-undangan
sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan untuk ;

a. memberikan perlindungan agar HAM itu tidak

dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
b. Membatasi kekuasaan penguasa
c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan

perkembangan manusia serta masyarakat.
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Dalam konteks inilah hukum positif, peraturan
perundangundangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat
azasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah :

a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum
tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang
telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

c. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dn tata
tertib kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan
bernegara.

d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang.

Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan
dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan
antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang
fundamental sebagai hak-hak azasinya tetapi iapun dituntut untuk
dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi

individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak
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azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi
melanggar hak azasi individu lain.

Untuk mengaktualisasikan HAM, setiap orang diharuskan
mampu menjalankan HAMnya dan memenuhi kewajiban namun
kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM yang
bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi
kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar
menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM
yang diatur dalam undang-undang nomor 39/1999, peraturan
perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah
diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
keamanan negara.

Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua
UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan
hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan
melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab

tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal



99

pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum

diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih

memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam HAM

seperti pasal 28 D ayat 3 ( hak warga negara untuk memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Adapun hak warga

negara menurut UUD 1945 adalah :

1.

2.

Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak dalam upaya pembelaan negara

Hak berserikat dan berkumpul

Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
termasuk ketik

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan

Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara

Hak mendapat pengajaran

Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh

warga
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Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain

a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal
2 ayat | Undang-Undang nomor 9 tahun 1998).

b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;

c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun
DPR/DPRD;

d. Hak untuk berusaha;

e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;

f.  Hak untuk meperoleh bantuan hukum;

g. Hak memilih tempat tinggl;

h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;

I. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;

J. Hak memanfaatkan sarana hukum;

k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman

kekerasan dan penyiksaan;
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Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan

2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara

3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara

Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang
diatur dalam aturan perundang-undangan seperti :

1. Membayar pajak;

2. Menghargai warga negara;

3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;

4. Memelihara kelestarian lingkungan;

5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;
Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam
berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu
dilaksanakan dan ditegakkan . Tetapi bagaimana realitasnya akan
tergantung kepada beberapa faktor berikut :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
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2. Penyelenggara negara

3. Kesadaran hukum warga negara
Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung
kelemahan maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak

dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.



